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RINGKASAN
Suhardiman, judul Pengembangan Kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik (Studi Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, untuk mendeskripsikan pelayanan yang dilakukan pustakawan kepada kepada pengunjung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dn menghambat pengembangan kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, yang kesemuanya pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta kuisioner baik pada pustakawan maupun pihka pengunjung sebagai informan dilokasi penelitian. Setelah tahap ini, dilakukan analisa data kualitatif menggunakan metode analisis data model interaktif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan. Kriteria yang digunakan adalah derajad kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian

Hasil penelitian ini adalah Pengembangan Kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik (Studi Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur) yang diketahui dari pelaksanaan pemberian layanan kepada pengunjung perpustakaan yang dipengaruhi oleh kemampuan pustakawan yanh bersumber dari pendidikan formal dan no formal yang dimiliki.

Untuk itu saran agar Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur Hendaknya 1) melanjutkan dan meningkatkan pengembangan kemampuan pustakawan yang telah dilaksanakan selama ini dengan menekankan pada aspek pengembangan etos kerja dan kompetansi pustakawan, 2) Kondisi ruang Perpustakaan hendaknya diperbaiki dan dipelihara dengan baik dan ditangani dengan serius agar dapat menimbulkan motivasi dan minat baca pengunjung, 3) Terus meningkatkan pemberian layanan kepada pengunjung selaku pihak publik sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pustakawan yang baik.
KATA PENGANTAR
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Memperoleh pelayanan yang berkualitas merupakan kepuasan tersendiri  bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas penting bagi kehidupan sehari-hari. Pentingnya peningkatan pelayanan kualitas pelayanan bukan saja merupakan kepuasan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menjadi determinan penting sekaligus tolak ukur keberhasilan sebuah instansi birokrasi pemerintah.


Dewasa ini, masyarakat begitu peka dengan istilah birokrasi. Hampir seluruh lapisan sosial mengenal istilah birokrasi, terutama dikalangan terdidik. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Kumurotomo (1999 : 61), persepsi yang muncul ketika orang mendengar kata birokrasi seringkali menyesatkan. Yang tergambar di benak orang jika membicarakan birokrasi adalah urusan-urusan menjengkelkan berkenaan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kantor secara berantai, aturan-aturan yang ketat dan sebagainya.


Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi merupakan sistem administrasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Albraw, 2005 : 139). Birokrasi mula-mula dibentuk agar keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistimatis melalui aparatur negara. Keputusan-keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara ketika pemerintah memiliki birokrasi yang dianggap, sistematis dan efesien.


Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa birokrasi dan pemerintahan yang baik dari suatu bangsa sangat menentukan kualitas pelayanan publik yang dimilikinya. Di satu sisi, pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat dimaksimalkan  sedemikian rupa, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, pelayanan berkualitas dalam jajaran manajemen pemerintahan

(birokrasi) akan mampu memberikan pelayanan kepada publik secara memuaskan.


Berbicara tentang kualitas pelayanan, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kebijakan, yaitu melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 pelayanan umum. Kemudian dipertegas lagi melalui Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan oleh aparatur kepada publik. Namun nampaknya belum membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  telah mengeluarkan kebijakan baru Nomor 63/KEP/M-PAN/VII/2003 tentang Peningkatan Pelayanan Umum oleh Aparatur Pemerintah. Ironisnya, kebijakan tersebut tidak disertai dengan kelengkapan dan peralatan yang memadai, seperti kualitas sumber daya aparatur dan sarana/ fasilitas untuk menunjang pelayanan. Pada hal tersebut sangat menentukan, karena aparatur yang berkualitas dan ditunjang dengan sarana/fasilitas yang memadai akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas.


Oleh sebab itu, maka cukup beralasan apabila pengembangan kemampuan pustakawan ditingkatkan, pada Badan Perpustakaan Propinsi kalimantan Timur dalam  rangka meningkatkan pelayanan publik.

1.2. Rumusan Masalah


Berdasarkan pemikiran pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan  masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pengembangan kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada Badan Perpustakaan  Propinsi Kalimantan Timur 

2.
Bagaimana layanan yang diberikan pustakawan kepada pengunjung pada Badan  Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur ?

3.  
Faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur.
1.3. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan publik pada Badan Perpustakaan  Propinsi Kalimantan Timur.

2. Untuk mendeskripsikan pelayanan yang dilakukan pustakawan kepada pengunjung pada Badan  Perpustakaan  Propinsi kalimantan Timur.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kemampuan pustakawan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada Badan Perpustakaan  Propinsi  Kalimantan Timur.

1.4.
Kegunaan  Penelitian


Setiap kegiatan tentunya diharapkan mempunyai nilai kegunaan, demikian pula halnya dengan penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunanaan sebagai berikut :

1. Dari aspek pengembangan ilmu : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama untuk pengembangan ilmu administrasi publik dan khususnya di bidang manajemen pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan publik

2.  Dari aspek guna laksana : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada program dimasa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka


2.1.1.
Konsep Pengembangan Kemampuan



Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha peningkatan kualitas kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pengembangan bangsa, proses peningkatan mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal, hasil ini dapat berupa jasa, benda, atau uang (Sudarmayanti, 2001 : 26).


2.1.2.
 Tujuan Pengembangan Kemampuan



Tujuan pengembangan, menurut Hasibuan (2001 : 69-71) pada hakekatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. Produktivitas kerja, dengan pengembangan produktivitas  kerja karyawan yang meningkat, kualitas dan kuantitas akan semakin baik, karena tehnical skill dan managerial skill aparatur semakin baik.

b. Efisiensi, untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu dari kegiatan yang dilaksanakan serta mengurangi pemborosan

c. Kerusakan, karena aparatur sudah ahli dalam menjalankan mesin-mesin sehingga hal ini akan mengurangi kerusakan-kerusakan.

d. Kecelakaan, pembangunan bertujuan mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan berkurang yang dikeluarkan oleh organisasi

e. Pelayanan, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari aparatur kepada masyarakat, merupakan daya tarik yang sangat penting.

f. Moral, dengan pengembangan, moral aparatur akan lebih baik keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

g. Karier, kesempatan untuk meningkatkan karier aparatur semakin besar, karena keahlian, keterampilan dan prestasi kerjanya lebih baik, promosi biasanya didasarkan pada keahlian dan prestasi kerja seseorang.

h. Konseptual, dengan pengembangan, manejer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik, karena tehnical skill, human skill, dan managerial skill-nya.

i. Kepemimpinan, kepemimpinan seseorang akan semakin baik human relationnya lebih luas, motivasinya lebih terarah sehinggga pembinaan kerjasama vertikal dan horisontal semakin harmonis.

j. Balas jasa, dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif) aparatur akan meningkatkan karena prestasi mereka semakin besar.

k. Konsumen, pengembangan aparatur akan memberikan manfaat bagi masyarakat, karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu.


2.1.3. Tolak Ukur Pengembangan Kemampuan



Berdasarkan konsep pengembangan (devolepment) sebagaimana yang dikemukakan diatas, perlu adanya metode pengembangan yang jelas untuk dijadikan sebagai tolak ukur guna memastikan hasil pengembangan yang dilakukan tersebut dicapai atau tidak. Metode pengembangan dikatakan baik jika mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dapat meningkatkan kualitas aparatur dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Indikator-indikator yang diukur dari model pengembangan dari berbagai pendapat mengenai hal tersebut pada prinsipnya sama, dimana yang diterapkan menurut Hasibuan (20001 : 82) antara lain :

1. Prestasi kerja aparatur

Apaibila prestasi kerja atau produktivitas kerja aparatur setelah mengikuti pengembangan, baik kualitas maupun kuantitas kerjanya meningkat, maka berarti metode pengembangan yang diterapkan cukup baik. Tetapi prestasi kerjanya tetap, berarti metode pengembangan yang dilakukan kurang baik, jadi perlu dilakukan perbaikan.

2. Kedisiplinan aparatur

Jika kedisiplinan aparatur setelah mengikuti pengembangan semakin baik, berarti metode pengembangan yang dilakukan baik. Tetapi apabila kedisiplinan tidak meningkat berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik.

3. Absensi aparatur

Kalau absensi aparatur setelah mengikuti pengembangan menurun, maka metode pengembangan itu cukup baik. Sebaliknya jika absensi tetap, berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik.

4. Timgkat kerusakan alat dan  atau mesin-mesin

Kalau tingkat kerusakan alat dan mesin-mesin setelah aparatur mengikuti pengembangan berkurang, maka metode itu cukup baik. Sebaliknya jika tetap, berarti metode pengembangan itu kurang baik.

5. Tingkat kecelakaan.

Tingkat kecelakaan aparatur harus berkurang setelah mereka mengikuti program pengembangan. Jika tidak  berkurang, berarti metode pengembangan itu kurang baik jadi perlu disempurnakan.

6. Tingkat pemborosan biaya, tenaga dan waktu.

Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu berkurang atau efisiensi semakin baik, maka metode pengembangan itu baik. Sebaliknya jika tetap, berarti metode pengembangan itu kurang baik.

7. Tingkat kerjasama aparatur

Tingkat kerjasama aparatur harus semakin serasi, harmonis dan baik setelah mengikuti pengembangan.

8. Tingkat upah insentif aparatur

Jika upah insentif aparatur meningkat setelah mengikuti pengembangan, maka metode pengembangan itu baik. Sebaliknya jika tetap, berarti metode pengembangan itu kurang baik.

9. Prakarsa aparatur

Prakarsa aparatur harus meningkat setelah mengikuti pengembangan.Jika tidak meningkat atau tetap, berarti metode pengembangan itu kurang baik. Dalam hal ini aparatur diharapkan dapat bekerja mandiri  serta bisa  mengembangkan kreativitas.

10.Kepemimpinan dan keputusan manajer.


Kepemimpinan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh manajer setelah dia mengikut pengembangan harus semakin baik, kerjasama semakin serasi, sasaran yang dicapai semakin besar,  ketegangan-ketengangan berkurang. Serta kepuasan kerja aparatur meningkat. Kalau ha-hal di atas tercapai, berarti metode pengembangan yang dilaksanakan itu baik, demikian sebaliknya.

2.2.  Pustakawan



Pustakawan adalah orang yang bekerja, memiliki kemampuan, pengalaman dan keahlian untuk mengelolah dan menyelenggarakan perpustakaan. Berikut ini penulis kemukakan defenisi pustakawan, sehingga diperoleh pengertian yang jelas mengenai pustakawan tersebut.  Defenisi Pustakawan dalam penelitian ini adalah  pejabat fungsional pustakawan dan pejabat struktural serta staf pelaksana  golongan III C yang tersebar  di bidang pembinaan yang meliputi Sub Bidang SDM dan kelembagaan dan Sub Bidang Minat baca, sedangkan  bidang layanan dan deposit meliputi Sub Bidang Layanan dan Otomasi, Sub Bidang Pengembangan dan pelestarian Bahan Pustaka serta Sub Bidang Deposit.



Menurut Sutarno (1994 : 598), pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan atau ahli perpustakaan.



Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 2002 (2004 : 3), perpustakaan dilingkungan organisasi publik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dekumentasi dan informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Pejabat fungsional pustakawan terdiri dari pustakawan Tingkat Terampil dan pustakawan Tingkat ahli.



Harahap (1998 : 1) menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahunan dekumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan.



Dengan demikian, beberapa pendapat para ahli di atas memberi gambaran kepada penulis bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengalaman dan keahlian untuk mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan ilmu pengetahan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan.



Lebih lanjut Harahap (1998 : 12) menyatakan bahwa pustakawan Indonesia yang ideal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Aspek Profesional

a. Berpendidikan formal ilmu perpustakaan

b. Di tuntut gemar membaca

c. Terampil

d. Kreatif dan cerdas

e. Tanggap

f. Berwawasan luas

g. Berorientasi kedepan

h. Mampu menyerap ilmu lain

i. Obyektif (berorientasi pada data)

j. Generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu di pihak lain

k. Berwawasan lingkungan

l. Mentaati etika profesi pustakawan

m. Mempunyai motivasi tinggi

n. Berkarya di bidang  kepustakawan, dan

o. Mampu melaksanakan penelitian serta penyuluhan.

2. Aspek kepribadian perilaku

a. Bertaqwa kepada tuhan Yang maha Esa

b. Bermoral Pancasila

c. Mempunyai tanggungjawab sosial dan kesetiakawanan

d. Memiliki etos kerja yang tinggi

e. Mandiri

f. Loyalitas terhadap profesi

g. Luwes

h. Komunikatif dan bersikap suka melayani

i. Ramah dan simpatik

j. Terbuka terhadap saran dan kritik

k. Selalu siaga dan tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

l. Berdisiplin tinggi dan menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia

a. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi

b. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

c. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

d. Pengembangan profesi

2. Unsur penunjang, terdiri dari :

a. Mengajar

b. Melatih

c. Memberikan kosultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi

d. Mengikuti seminar, lokakarya dalam pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan

e. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan,

f. Melakukan lomba kepustakawanan

g. Mendapat penghargaan/ tanda jasa

h. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya,

i. Menyunting risalah pertemuan ilmiah

j. Keikutsertaan dalam tim penilai jabatan pustakawan
Tugas Pokok Pustakawan  



Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 Tahun 2002 (2002 : 4), tugas pokok adalah tugas kepustakawanan yang wajib dilakukan oleh setiap pustakwan sesuai jenjang jabatannya.

1. tugas pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi :

a. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi

b. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

2. Tugas pokok  Pustakawan Tingkat Ahli meliputi :

a. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi.

b. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

c. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

2.3.
Pelayanan Publik



2.3.1.
Pengertian Pelayanan publik



Pelayanan merupakan terjemahan dari kata service, yang sering juga diterjemahkan menjadi jasa. Menurut Kotler (1995 : 548), jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan.



Salah satu cara untuk menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan menyajikan pelayanan dengan mengimplementasikan sendi-sendi pelayanan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor 81 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai 

a. Prosedur / tata cara pelayanan umum,

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif

c. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum,

d. Rincian biaya/ tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya,

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum,

f. Hak dan kewajiban, baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum, berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum,

g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan pubik dapat memberikan keamanan pejabat dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum, 

4. Keterbukaan, dalam arti prosedur / tata cara, persyaratan, satuan kerja / penanggungjawab pemberi pelayanan publik, waktu  penyelesaian dan rincian biaya / tarif dan hal-hal lain yang  berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka  agar mudah dipahami  oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efesien, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan pelayanan yang diberikan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan pesyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan sebagai peryaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan publik harus ditetapkan  secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan atau jasa pelayanan publik dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar  secara umum, ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan publik harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan dperlakukan secara adil.

8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2.3.2.
Pola Tatalaksana Pelayanan Publik



Menurut Moenir (1992 ; 64), penyelenggaraan tata laksana  pelayanan publik ssuai dengan bentuk dan sifatnya, dapat menggunakan salah satu dari pola-pola sebagai berikut :

1. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh alternatif atau instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dan instansi pemerintah terkait lainnya yang besangkutan.

3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan  secara terpadu pada satu tempat / lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing .

4. pola pelayanan secara terpusat, yaitu pada pelayanan publik yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang bersangkutan
2.3.3.
Tolak Ukur Kepuasan Pelayanan Publik


Publik menilai kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap suatu produk dengan membandingkan unjuk kerjanya dengan suatu tingkat harapan sebagai acuan yang telah mereka ciptakan atau telah terdapat didalam pikiran mereka. Kalau yang terjadi adalah dibawah yang diharapkan publik kecewa atau tidak senang; kalau yang terjadi sama dengan yang diharapkan, publik puas, dan kalau yang terjadi lebih tinggi dari harapan mereka  sangat senang.Konsep tersebut secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut :    

2.4.
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka pikir penulis dalam melakukan penelitian dengan berpedoman pada tinjauan teoritis yang digunakan. Berikut ini disajikan       gambar kerangka konsepsional penelitian ini:













BAB III
METODE PEENELITIAN

3.1.
Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian kuantitatif  dan akan dianilisis secara kualitatif. Menurut Nawawi (1989 : 9) penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan  menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

3.2.
Fokus Penelitian


Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, maka fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :

1). Pengembangan kemampuan pustakawan dengan sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :


a. Pendidikan formal pustakawan


b. Pendidikan di bidang kepustakaan


c. Pelatihan Komputerisasi


d. Pelatihan tata naskah

2).
Pemberian layanan pada publik (pengunjung) dengan sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi :


a. Pelayanan kartu anggota perpustakaan


b. Peminjaman buku


c. Kondisi ruang perpustakaan


d. Kelengkapan Koleksi Bahan Pustaka dan buku-buku literatur Perpustakaan

3.)
Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kemampuan pustakawan pada Badan Perpustakaan Wilayah Propinsi kalimantan timur.

3.3.
Lokasi Penelitian 


Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Badan Perpustakaan  Propinsi kalimantan Timur. Pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan sebagai berikut : Sikap dan Perilaku tenaga pustakawan,  ini terlihat ketika memberikan pelayanan publik, terbatasnya reference, terbatasnya fasilitas perpustakaan. 
3.4.
Populasi dan Sampel

Adapun jumlah keseluruhan pegawai  pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur 60 (enam puluh) yang merupakan populasi penelitian ini  namun peneliti hanya mengambil   32 (tiga puluh dua) pegawai sebagai sampel yang terdiri pejabat fungsional pustakawan dan pejabat struktural serta staf pelaksana  golongan III C yang tersebar  di bidang pembinaan yang meliputi Sub Bidang SDM dan kelembagaan dan Sub Bidang Minat baca, sedangkan  bidang layanan dan deposit meliputi Sub Bidang Layanan dan Otomasi, Sub Bidang Pengembangan dan pelestarian Bahan Pustaka serta Sub Bidang Deposit. Adapun alasan pemilihan sampel dengan pertimbangan 1). Faktor waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki peneliti terbatas, 2). Kapabilitas responden terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan 3). Tidak semua pegawai memiliki pengetahuan dan memahami tentang kepustakaan. 

3.5. Sumber Data


Sumber data diambil dari  narasumber yang  layak dipercaya atau orang-orang yang kompeten untuk ditunjuk sebagai narasumber. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindarkan adanya informasi data yang bias. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini meliputi 

a.
Informan : Pemilihan informan  dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini antara lain :   1) Kepala Perpustakaan, 2) Kepala Tata Usaha, 3) Kepala Bidang Pembinaan, 4) Kepala Bidang Layanan dan Deposit. Dan sebagai informan adalah pengunjung perpustakaan.

b. Tempat dalam hal ini meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam dan keadaan sosial budaya. Atas dasar karakteristik wilayah inilah peneliti memungkinkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi : sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan daerah, laporan tahunan dan bahan-bahan laporan serta arsip-arsip yang relevan dengan masalah yang diteliti.      

3.6.
Teknik Pengumpulan Data                             


Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data begerak dari fakta emperis dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data  ini menurut Nasution (1988 : 34) meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut 

1. Proses memasuki lokasi penelitian  (getting in). Dalam tahap ini  peneliti  memasuki lokasi Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur dengan membawa izin formal / permohonan sebagai bukti menemui informan kunci untuk menjelaskan  maksud penelitian ini. 

2. Ketika berada di lokasi (getting alang). Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subyek penelitian, mencari informan yang lengkap dan dibutuhkan, serta vestehan (menangkap makna dari informasi dan pengamatan  yang diperoleh

3. Pengumpulan data (loging data). Ada tiga macam pengumpulan data yang digunakan, yaitu :
a. Wawancara mendalam (indepth-interview) yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran pengembangan pustakawan pada Badan Perpustakaan  Propinsi Kalimantan Timur.

b. Pengamatan (observation) yaitu melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur.

c. Dokumentasi, yang digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dokumentasi dan arsip-arsip lainnya yang terkait.

d. Kuisioner, yaitu mengumpulkan data dengan membagikan kuisioner baik kepada pejabat fungsional pustakawan, pejabat struktural dan para staf membagi staf pelaksana  golongan III C yang tersebar  di bidang pembinaan yang meliputi Sub Bidang SDM dan kelembagaan dan Sub Bidang Minat baca, sedangkan  bidang layanan dan deposit meliputi Sub Bidang Layanan dan Otomasi, Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan dan pelestarian Bahan Pustaka serta Sub Bidang Deposit. Serta kepada pengguna perpustakaan (pengunjung)
3.7.
Analisis data



Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif Yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari narasumber guna mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan terutama yang bekaitan dengan pengembangan sumber daya aparatur. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data  model interaktif yang dikemukan oleh Milles dan Huberman (1992 : 20).








BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. 
Temuan penelitian : Sebuah Pembahasan


4.1.1 Pengembangan Kompetensi Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang  memiliki kemampuan, pengalaman, dan keahlian untuk mengelolah dan menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan. Pustakawan harus memiliki aspek prefesional dan aspek kepribadian prilaku yang baik. Dalam posisinya sebagai abdi masyarakat dan pemberi layanan tentunya mempunyai tanggung jawab yang mensyaratkan kompetensi tertentu dalam mengembang visi dan misi Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur.

Penggembangan kemampuan pustakawan dalam penelitian ini dianalisis  berdasarkan jawaban kuisioner dari pustakawaan  pada Badan Perpustakaan Propinsi kalimantan timur. Ada beberapa hal mengenai pengembangan kemampuan pustakawan pada Badan Perpustakaaan Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a.
Pendidikan Formal
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1). Pendidikan formal pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur pada saat diterima kerja paling  tinggi adalah jejang D3  

2). Pendidikan formal yang dimiliki oleh pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur sangat mempengaruhi kinerja pustakawan.

Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, modal  utama pustakawan  adalah pendidikan yang mendasari perilaku kinerjanya dalam organisasi. Sehingga tentu saja kualitas kerja pustakawan amat tergantung pada pendidikan formal  yang telah diperolehnya.

b.  Pelatihan di Bidang Kepustakaan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1). Pelatihan yang  diberikan kepada pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur adalah  pelaithan kepustakaan. 

2). Pelatihan di bidang kepustakaan sangat bermanfaat bagi pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimntan Timur. 

Dasar Pelaksanaan pelatihan di bidang kepustakaan bagi pustakawan adalah akibat kebutuhan masyarakat akan pemberian pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pelatihan di bidang kepustakaan, para pustakawan akan semakin handal dan kompeten dalam bidang kepustakaan yang bersangkut paut dengan pekerjaannya karena memperoleh pengetahuan dan penambahan wawasan mengenai kepustakaan.

c. Pelatihan Komputerisasi

Hasil peneltian menunjukkan bahwa  

1). Bentuk pelatihan komputerisasi bagi pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kaimantan Timur adalah pelatihan Komputerisasi dengan program CDS/ISIS (Computerezed Docomentatioan System Inteegrated System Of Information Service) merupakan program otomasi bagi sistem sirkulasi  buku atau jenis pinjaman pada perpustakaan. Manfaat yang diperoleh pustakawan adalah dapat mengetahui jumlah pengunjung, peminjaman buku dan jumlah koleksi yang dibaca atau dipinjam dalam kurun waktu yang ditentukan.

2). Setiap pustakawan pada Badan  perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan komputerisasi. Hal tersebut diketahui dari kenyataan dilapangan bahwa informasi mengenai pelakanaan pelatihan komputerisasi bagi para pustakawan pada Badan Prpustakaan Propinsi Kalimantan Timur bersifat terbuka dan transparan bagi seluruh pustakawan. Artinya tidak ada pengutamaan atau perbedaan pemberian kesempatan bagi mereka.

3). Pelatihan koputerisasi sangat bermanfaat bagi pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur.

Dasar pelaksanaan pelatihan komterisasi bagi pustakawan adalah akibat kebutuhan masyarakat akan pemberian pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pelatihan koputerisasi, para pustakawan semakin cakap dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya yang berkaitan dengan penggunaan komputerisasi

d.   Pelatihan tata Naskah

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa :

1). Pelatihan tata naskah bagi pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur berkaitan dengan kearsipan. Sehingga setelah mengikuti pelatihan tata naskah pustakawan dapat lebih mengerti mengenai cara pengaturan, pemanfaatan dan perawatan koleksi buku-buku perpustakaan.

2). Setiap pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi kalimantan timur memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan tata naskah.

3). Pelatihan tata naskah sangat bermanfaat bagi pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kaimantan timur, karena setelah mengikuti pelatihan tata naskah pustakawan akan memperoleh kemudahan cara dan teknik dalam pelusuran suatu informasi yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan.

4.1.2. 
Pemberian Layanan pada Publik

Beberapa hal mengenai bentuk-bentuk pemberian layanan bagi pengunjung pada badan perpustakaan Propinsi kalimantan Timur sebagai berikut :

a.   Pelayanan Kartu Anggota Perpustakaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan kartu anggota perpustakaan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur adalah :

1). 
Pelaksanaan tugas pemberian pelayanan mengenai pembuatan kartu anggota perpustakaan telah dilaksanakan dengan baik, karena prosedur pembuatan, dan persyaratannyapun mudah serta proses pembuatanya telah menggunakan sistem komputerisasi dan pustakawan tidak pernah melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan pembuatan kartu tersebut.

2).
Lama waktu yang dibutuhkan pustakawan untuk membuat sebuah kartu anggota perpustakaan hanya 15 menit.

b.
Peminjaman Buku

Berdasarakan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan peminjaman buku pada  badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan adalah  :

1). Pelaksanaan tugas pemberian pelayanan peminjaman buku telah dilaksanakan dengan baik, karena proedur peminjaman buku mudah dan pustakawan tidak pernah melakukan kesalahan  dalam pemberian pelayanan peminjaman buku dan tidak pernah memberikan perbedaan perlakuan pada pengunjung.

2). Standar waktu untuk peminjaman buku salah satu minggu, dengan masa perpanjangan dua minggu.

3). Apabila peminjam buku terlambat mengembalikan buku pinjaman, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250,- sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak perpustakaan.

c.
Kondisi Ruang Perpustakaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi ruang pada Badan Perpustakaan Popinsi Kalimantan timur adalah :

1). Kondisi ruang perpustakaan menimbulkan minat baca bagi pengunjung perpustakaan karena bersih, tertib.

2). Daya tampung pengunjung pada ruang perpustakaan dalah cukup layak tampung.

d). 
Kelengkapan Koleksi Bahan Pustaka dan Buku-Buku Literatur
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan bahan pustakan dan buku-buku literatur yang diperlukan pada Badan perpustakaan propinsi Kalimantan timur adalah :

1).  Kelengkapan Koleksi Bahan Pustaka dan Buku-Buku Literatur Perpustakaan yang diperlukan, masih sangat terbatas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

2).
Kelengkapan Koleksi Bahan Pustaka dan Buku-Buku Literatur Perpustakaan tidak memenuhi kriteria keterbaruan atau tidak upto date karena jumlah buku-buku lama lebih banyak dibandingkan dengan jumlah buku-buku baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kemampuan pustakawan dapat menigkatkan pemberian layanan publik pada Badan Perpustaaan Propinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut diketahui berdasarkan berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dan jawaban kuisioner pada pengunjung perpustakaan selaku piihak publik dipengaruhi oleh kemampuan pustakawan melaksanakan pekerjaannya pada badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur. Adapun pemberian layanan kepada pengunjung perpustakaan yang diterapkan berdasarkan  pengembangan kemampuan pustakawan tersebut adalah pelayanan kartu anggota perpustaaan, peminjaman buku, kondisi ruang perpustakaan dan kelengkapan koleksi bahan pustaka  dan  buku-buku perpustakaan yang diperlukan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pengembangan kemampuan pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur dalam upaya peningkatan pelayanan publik  berdasarkan hasil wawancara antara lain kebijakan pimpinan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pustakawan dan dana yang dapat dipergunakan untuk upaya pengembangan kemampuan pustakawan tersebut.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pengembangan kemampuan pustakawan pada Badan perpustakaan Propinsi Kalimantan timur dalam upaya peningkatan pelayanan publik berdasarkan hasil penelitian adalah upaya pemeliharaan gedung dan kelengkapan koleksi bahan pustaka dan buku-buku literatur yang masih kurang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 


Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut di atas, maka berdasarkan hasil analisis dari jawaban kuisioner pustakawan pada  Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan upaya peningkatan kemampuan pustakawan dalam rangka pemberian pelayanan publik sangat tergantung pada kebijakan pimpinan, dana dan semangat kerja pustakawan.


Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penigkatan kemampuan pustakawan telah dilakukan dengan baik, namun pemberian pelayanan publik pada Badan Perpustakaan Popinsi kalimantan timur masih perlu ditingkatkan 
BAB V

PENUTUP
5.1.
KESIMPULAN


1. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan kemampuan pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur  telah dilaksanakan dengan baik, yaitu tingkat pendidikan formal pustakawan minimal D3, dilaksanakan pelatihan kepustakaan, pelatihan komputerisasi dan pelatihan tata naskah bagi pustakawan yang sangat bermanfaat karena menambah pengetahuan dan keterampilan pustakawan dalam hal teknis pelaksanaan tugas dalam rangka pemberian pelayanan kepada pengunjung perpustakaan.

2.
Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan  sudah melaksanakan pemberian layanan dengan baik ini terlihat ketika memberikan pelayanan kepada pengunjung selaku pihak publik dengan baik, dalam hal pelayanan pembuatan kartu anggota perpustakaan dan pelayanan peminjaman buku serta kondisi ruang perpustakaan yang sudah bersih, tertib dan dan aman. Di  samping itu Kelengkapan Koleksi Bahan Pustaka dan Buku-Buku Literatur Perpustakaan yang bervariasi, lengkap,  terpelihara dan cukup terbaru

3. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengembangan kemampuan pustakawan dapat meningkatkan pelayanan publik pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur karena pemberian layanan kepada pengunjung perpustakaan selaku pihak publik dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur.


4.
Faktor penghambat dalam pemberian layanan kepada pengunjung perpustakaan selaku pihak publik pada badan Perpustakaan Propinsi Kalimanatan Timur yaitu terbatasnya reference baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif untuk dapat meningkatkan motivasi pengunjung dalam mempergunakan fasilitas perpustakaan, sehingga   menimbulkan minat baca.  Serta upaya Badan Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timu dalam meningkatkan kemampuan pegawai masih terdapat  pegawai yang kurang berminat terhadap kesempatan-kesempatan yang ditawarkan dan jumlahnya relatif kecil. Kesungguhan Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan timur dalam mengembangkan kemampuan  pegawai tercermin pada langkah-langkah kebijakan yang dilakukan mulai dari persiapan dana, proses dalam mutu hingga identifikasi bentuk pengembangan yang dianggap relevan dengan kebutuhan organisasi, sehingga pendidikan  dan pelatihan dapat diaplikasikan secara tepat  guna dan berhasil guna.


5.
Faktor pendukung pemberian layanan kepada pengunjung perpustakaan selaku pihak publik pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur adalah ketersediaan dana serta kebijakan dan pemerintah pimpinan beserta pejabat struktural kepada pustakawan pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur untuk pelatihan di bidang kepustakaan, komputerisasi dan tata naskah yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pustakawan dalam rangka pengembangan kemampuan pustakawan yang diharapkan membawa manfaat berupa peningkatan pemberian layanan publik

5.2.
Saran-saran



Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :


1. Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur agar melanjutkan dan meningkatkan pengembangan kemampuan pustakawan yang telah dilaksanakan selama ini, dengan menekankan pada aspek pengembangan etos kerja dan kompetensi karyawan, serta dapat memberikan kesempatan yang luas kepada pustakawan untuk mengikuti jenis pelatihan termasuk pelatihan komputerisasi.

2. Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur hendaknya membenahi serta menambah baik secara kualitas maupun secara kuantitas Kelengkapan Koleksi Bahan Pustaka dan Buku-Buku Literatur Perpustakaan yang bervariasi, lengkap dan dipelihara dengan baik agar dapat menimbulkan motivasi dan minat baca pengunjung.

3. Pemberian pelayanan publik pada Badan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan hendaknya dapat terus ditingkatkan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan tanggugjawab pustakawan yang baik.



Demikian saran-saran yang penulis dapat sampaikan, semoga hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti lain agar lebih mendalam  
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